
LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN DAERAH TING KAT II SUKOHAl{JO 

N0fv10R: 4 TAHUN 1992 SERI B No. 3 

PERATURAN DAERAH 
KAHUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 

NOMOR : 9 Tahuo 1991 

TENTANG 

PEMHERJAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRJBUSI DAEIW-1 
KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN SE KABUPATEN 

DAERAH TING KAT II SUKOHARJO 

DENGAN RAHMATTUIIANYANG MAHA ESA 

BUPATI KEPAlA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO 

Mcnimbang a. bahwa dalam upaya mewujudkan Pcmerintah Dcsa/ 
Kelurahan yang mampu menyelenggarakan Peme­
rintahan, pelaksanaan pembangunan dan memberi­
kan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya 
guna dan berhasil guna diperlukan sumber dana 
yang pasti dan memadai. 

b. bahwa sumber dana tersebut perlu diupayakan an­
tara lain dari pemberian sebagian hasil Pajak dan 
Retribusi Daerah; 
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c. bahwa penambahan sumbcr dana tersebut pada 
butir b diatas, perlu ditetapkan pengaturannya de­
ngan Peraturan Daerah; 

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tcntang 
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Perundang-undangan Nomor : 5 Tahun 1979 ten­
tang Pemerintahan Desa; 

4. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun I 957 ten tang 
Peraturan Umum Pajak Daerah; 

5. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang 
Peraturan Umum Retribusi Daerah; 

6. Peraturan Menteri Qalam Negeri Nomor 1 Tahun 
1982 tent:~ng Sumber Pendapatan dan Kekayaan 
Desa pengurusan dan pengawasannya; 

7. Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 
1982 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluar­
an Keuangan Desa; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 
1984 tentang Pembinaan Pcnyelenggaraan Pemerin­
tah Desa/Kclurahan; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 
1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan; 

IO. 

11. 

12. 

Kcputusan Menrcri Dalam Ncgcri Nomor 6 Tahun 
1988 tcntang Proscdur Pcnctapan Produk-pro luk 
f lukum di lingkungan Dcparrcmcn Dalam Nc~\.•,~i; 

Kcputusan Mcnrcri Oalam NcgL·rl Nomur ~O Tainan 
1990 tcntang Pcmhcrian Su111ba11ga11 dan l\.uuuan 
scrw Pcmhcrian Scha~lu11 1 lasil Pajak dan th.·trihusi 
l)acr;1h kcpada Pcm •rhuah l}t,•sa; 

Kcputus,111 Mcrll ·ri Dala111 NL·gcrl Nonu lf ')H Tahun 
1990 1cntang Pl•doman Pl·nylslhan Paj;,k Bumi dan 
Bangunan nagla11 Pcml·rlntah Tingkat I dan Dacrah 
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Tlngkat II scrta pemberian sumbangan/bantuan d 
peniberian sebagian basil Pajak dan Retrib an 
Daerah kepada Pemerintah Kelurahan; us1 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah TingJcat 
11 Sukoharjo Non1or 17 Tahun 1981 tentang Susunan 

Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa dan 
Perangkat Desa. 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH 1 

TINGKATI II SUKOHARJO TENTANG PEMBERIAN 
SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 
KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN SE 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Sukoharjo; 

b. Daerah Tingkat Il adalah Kabupaten Daerah Tingkat 
II Sukoharjo; 

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupad Kepala Daerah 
Tingkat II Sukoharjo; 

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Per• 
. wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 

Sukoharjo; 

e. Pajak adalah Pajak Daerah Kabupaten oaerah 
nngkat II Sukohatjo; 

f. Retribusi adalah Retribusi Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Sukoharjo; · 
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g. Dinas Pendapatan Daerah adaJah Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo; 

h. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekre­
tariat Wilayah / Daerah Tingkat II Sukoharjo; 

i. Bagian Pemerintahan Desa adalah Bagian Pemerin­
tahan Desa Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat 11 
Sukoharjo; 

j. Bagian Hukum ada1ah Bagian Hukum Sckretariat 
Wilayah / Daerah Tingkat II Sukoharjo; 

k. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintah 
Desa/Kelurahan daJam wilayah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Sukoharjo. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL 

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 
Pasak 2 

Maksud Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah 
Desa/Kelurahan adalah meningkatkan kemampuan Pemerintah 
Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemcrintahan dan 
pembangunan. 

Pasal 3 

Tujuan Pemberian Sebagian Basil Pajak dan Retribusi kepada pemerin­
tahan Desa/Kelurahan adalah untuk mengupayakan peningkatan pen­
dapatan Desa/Kelurahan. 

BAB Ill 
BESARNYA PEMBERIAN SEBAGJAN BASIL 

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 
Pasal 4 

(1) Pcmerintah Daerah mcmbcrikan Schagian I lasil Pcncrinlaan Pajak dan 
Retribusi Daerah kcpada rc,ncrintah Dcsa/Kclurahan schagai Pen-
dapatan Dcsa/Kclurahan. 
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(Z) Pemberian sebagaimana dimaksud ayat ( 1) Pasal lnl sctclah dikuran 
biaya operaslonal dan pcngawasan yang bcsamya diatur olch 8 gJ 

. I An P d upau Kcpala Daerah dan d1tampung da a.an ggaran en apman dan 8 1 
Ja Oaerah Tingkat II Sukoharjo. 

e an. 

(3) Besamya pen1bcrian scbagabnana dhnaksud ayat (1) dan (2) Pasal lnl 
adalah 50% (lima pulub pcrseratus) dari hasil Pajak dan Rctribuslyang 
dikelola oleh Desa/Kclurahan. 

Pasal 5 

Pemberian Sebagian Hasil Penerlmaan Pajak dan Retribusi Daerah kepacla 
Pemerintah Desa/Kelurahan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja· Daerah dan dianggarkan dalam pengeluaran rutin (ganjaran 
subsidi/sumbangan kepada Daerah bawahan). 

BAB IV 

JENIS-JENIS PAJAK DAN RETRJBUSI 

Pasal 6 

J cnis-jenis Pajak dan Retribusi yang sebagian hasilnya dibcrikan kepa<la 
Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai berikut : 

1. Pajak Radio; 

2. Pajak Kendaraan Tidak Bennotor· , 
3. Pajak Pengeras Suara; 

4. Rctribusi Kanu Temak; 
5. Rjcc MHI; 

6. ljin Pc:ralatan· 
t 

7. L<..~cs; 

8· Lain-lain yang akan ditctapkan kcn,udian dcngnn Kcputu~ 111 tlupJ&I 
Kcpala Dacrah. 
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BAB V 
TATA CARA PENYALURAN 

Pasal 7 

Tata cam pcnyaluran pemberian Scbagian Hasil Pajak dan Retribusi kepada 
pcn1crintah Desa/Kelurahan ditctapkan oleh Bupati Kepala Daerah. 

Pasal 8 

Dana scbagain1ana din1aksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini digunakan 
unn1k penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 
kcpada n1asyarakat. 

Pasal 9 

Pcncrinlaan Scbagian Basil Pajak dan Retribusi wajib dicantun1kan dalam 
Angcaran Pcncritnaan dan Pcngeluaran Keuangan Desa/ Anggaran 
Kelurahan pada ·etiap Tahun Anggaran. 

Pasal 10 

Pembcrian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pen1erintah 
Desa/Kelurahan tidak 1nengurangi kewajiban serta tanggung jawab 
Pemerintah Dacrah untuk tetap rnemberikan sumbangan/bantuan ter­
hadap Pen1erintah Oesa/Kelurahan yang salama ini telah dilaksanakan. 

Pasal 11 

Bupati Kcpala Daerah melaporkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini 
kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Ja",a Tengah sesuaJ dengan 
ketentuan yang berlaku. 

BAB VI 
PEI.AKSANAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 12 

(l) Pelaksanaan Peraturan oaerah ini diserahkan kep~da Dinas Pen­
dapatan Daerah, Bagian Keuangan dan Bagian Pemenntahan Desa; 
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'Z. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan k 
Bagian Hukum; ~ 

BABVII 
PENUTUP 

Pasal 13 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah inJ akan dlatu I b 
lanj~t oleh Bupati Kepala Dae~ah sepanjang mengenai pelaksan~Y:.lh 

Pasal 14 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam I..embaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo. 

Ditetapkan di : SUKOHAIUO 

Pada tanggal : 17 Oktober 1991 

DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAll BUPATI KEPAL\ DAERAH TINGKAT 11 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHAJyO SUKOHAJ\JO 

KETUA, 

cap ttd. 

DJOKO WALUJO, BA 

DJSAHKAN 
Dengan Keputusan Gubemur 

Kepata Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Nomor: 188.3/457 /1991 

Tanggal : 12 Desember 1991 

An. SEKRETARJS WILA YAH / DAERAH 
TINGKAT IJAWA TENGAH 

Kepala Biro Hulrum 

cap ttd. 

SARDJITO, SH 

NJP.500034373 

cap ttd. 

Ors. SE1YAWAN SADON0 

Diundangkan dalam Lembaran Oaerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukohari0 

Nomor: 4 Th. 1992 Serl B No. 3 
Pada tanggal 22 Januari 1992 

Pj. SEKRETARIS WILAYAH / DARRAH 

cap ttd. 

Ors. BAMBANG SOB'fBDJO 

Pembina Tk. I 
NIP. 010 056 240 
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PENJEIASAN 

Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 1991 

Tentang 

Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 

Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan se Kabupaten 

Daerah T_!ngka~ II Sukoh_arjo 

Penjelasan Umum 

.ID 
Memperhatikan perkembangan Pembangunan dewasa 1nJ khusus­

nya diseluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, yang 
r~ semakin lama semakin membutuhkan dana yang culrup besar terutama ·di 
L\J Pemerintahan Desa/Kelurahan; maka Pemerintah Daerah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Sukoharjo memberooicJ1 sebagian Hasil Pajak dan Retrl­
busi Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan se Kabupaten Daerah 
Tingkat II Sukoharjo. 

Mengingat bahwa Pemberian Sebagian Hasll Pajak dan Retribusl 
Daerah untuk Pemerintah Desa/Kelurahan se Kabupaten Daerah Tmgkat 
II Sukoharjo adalah merupakan hal yang sangat perlu dan sesuaJ dengan 

~ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Pasal 21, maka perlu diarur dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tentang Pem-

~ berian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah lcepada Pemerintah 
Desa/Kelurahan se Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo. 

'---

Penjelasan Pasal demi pasal. 

Pasal 1 

Pasal 2 

Pasal 3 

Culrup jelas 

Cukup jelas 

Cukup Jclas 
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Pasal 4 

Besamya Pemberian Sebagian Basil Pajak dan Rctribusi Dacrah k 
• / • o I cpada Pemenntah Desa Kelurahan sebesar 50% ( ima puluh perscratus) d 

hasil penerlmaan Pajak dan Rctribusi Dacrah yang dikcfola 
1
~ 

Desa/Kelurahan setelah dikurangi biaya pelaksanaann / opcrasfonal~I~ 
pengawasan. 

Pasal 5 Cukup jelas 

Pasal 6 Cukup jelas 

Pasal 7 Cukup jelas 

Pasal 8 Cukup jelas 

Pasal 9 · Cukup jelas 

Pasal 10 Cukup jelas 

Pasal 11 Cukup jelas 

Pasal 12 Cukup jelas 

Pasal 13 Cukup jelas 

Pasal 14 Cukup jelas 
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